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LATAR BELAKANG 

Pemerintah Indonesia telah menerapkan fortifikasi 
wajib untuk garam, tepung terigu, dan minyak goreng. 
Komitmen politik yang kuat terhadap pelaksanaan 
Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) telah 
ditunjukkan dalam perundang-undangan dan berbagai 
peraturan guna menciptakan lingkungan yang 
mendukung bagi pelaksanaan FPBB yang mengarah 
pada fortifikasi pangan serta bumbu penyedap secara 
signifikan. Akan tetapi, ditemukan sejumlah kendala 
dalam pelaksanaan FPBB yang kemungkinan 
disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan 
pengawasan. Kendala-kendala tersebut berpotensi 
menjadi alasan mengapa fortifikasi tampaknya 
belum memberikan kontribusi terhadap 
penurunan prevalensi anemia dan kekurangan 
iodium pada ibu hamil terutama pada kelompok 
miskin. Untuk memperkuat penerapan fortifikasi 
pangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS) telah melakukan Kajian Lanskap FPBB, 
membentuk Forum Koordinasi, dan memprakarsai 
pengembangan Strategi Nasional FPBB.

 

TUJUAN KAJIAN

Tujuan utama dari Kajian Lanskap ini adalah untuk 
mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan 
dalam pelaksanaan FPBB di Indonesia. Analisis ini 
didasarkan pada teori perubahan FPBB yang melihat 
pentingnya peran pemerintah dan industri pangan, 
serta prinsip bahwa FPBB dapat diterapkan secara 
efektif dan berkelanjutan apabila diintegrasikan 
dalam perundang-undangan pangan nasional, 
sistem produksi dan pengendalian pangan, serta 
sistem pemantauan kesehatan masyarakat. 
Temuan-temuan ini akan dipresentasikan melalui 
komponen utama keberhasilan intervensi FPBB, 
termasuk koordinasi, pengelolaan, dan pengawasan. 
Sementara itu, untuk fortifikasi beras, pelaksanaan 
program serta kesempatan perluasan penerapannya 
akan dipresentasikan secara terpisah karena fortifikasi 
beras masih belum bersifat wajib.         
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Kebutuhan 
Nasional dan 
Pola Konsumsi

Kebutuhan nasional terhadap garam, tepung terigu dan minyak goreng semakin 
meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Akan tetapi, 
kebutuhan nasional terhadap beras semakin menurun seiring dengan pola makan 
masyarakat yang semakin beragam dan konsumsi tepung terigu yang terus meningkat. 
Saat ini, sebagian besar garam dan tepung terigu dikonsumsi sebagai makanan olahan. 
Data konsumsi minyak goreng juga sangat bervariasi, kemungkinan besar karena sebagian 
besar minyak goreng digunakan sebagai media memasak namun bukan untuk dikonsumsi. 
Meskipun industri minyak goreng dan tepung terigu memiliki fasilitas yang besar dan 
canggih dengan potensi fortifikasi berkualitas tinggi, sejumlah besar beras (sekitar 60%) 
dan garam (sekitar 30%) masih diproses oleh industri kecil dengan potensi fortifikasi 
kualitas rendah. Di tahun 2022, kebijakan nasional untuk mengembangkan industri garam 
dan Program Minyak Goreng Rakyat telah diterbitkan; keduanya berpotensi memiliki 
dampak terhadap fortifikasi pangan wajib.

Legislasi dan 
Kebijakan

Fortifikasi minyak goreng, garam, dan tepung terigu diwajibkan di Indonesia. Persyaratan 
fortifikasi tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) yang mewajibkan serta menunjuk lembaga sertifikasi. Oleh 
karena itu, peraturan perundang-undangan fortifikasi sepenuhnya terintegrasi dalam sistem 
peraturan perundang-undangan pangan. Akan tetapi, kerangka perundang-undangan 
fortifikasi garam cenderung rumit, membingungkan dan tidak lengkap. Meskipun sudah 
diperbarui pada tahun 2016, SNI garam konsumsi beryodium masih belum diwajibkan 
dan belum ada lembaga sertifikasi yang ditunjuk. Peraturan dari berbagai sektor tentang 
persyaratan penggunaan garam beryodium dalam pembuatan makanan olahan bahkan 
bertentangan. Sebaliknya, kerangka perundang-undangan tentang tepung terigu fortifikasi 
relatif jelas dan lengkap. Persyaratan fortifikasi sudah tercantum dalam SNI 3751 dan 
diperbarui pada tahun 2018 untuk menentukan senyawa zat besi; kemudian peraturan 
pendukungnya diterbitkan pada tahun 2021. Namun, persyaratan fortifikasi yang sudah 
direvisi belum mengikuti rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk kadar zat 
besi, seng, dan asam folat.  Alasan belum mengikuti rekomendasi WHO juga masih belum 
jelas.

Sejauh ini, kerangka perundang-undangan fortifikasi minyak goreng adalah yang paling 
sederhana dan lengkap. Persyaratan fortifikasi tercantum dalam SNI 7709: 2012 dan 
2019; keduanya bersifat wajib dan lembaga sertifikasi juga sudah ditunjuk. Peraturan 
tambahan dari Kementerian Perdagangan mewajibkan pengemasan minyak goreng rumah 
tangga berfortifikasi. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada persyaratan untuk fortifikasi 
beras karena masih banyaknya jumlah beras yang digiling di pabrik penggilingan berskala 
kecil yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan fortifikasi. Beras fortifikasi sudah 
dicantumkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional 2/2023 tentang Standar Kualitas dan 
Pelabelan Beras. Persyaratan SNI untuk beras fortifikasi dan biji beras fortifikasi sedang 
dalam proses pengembangan.

Sebagian besar pangan wajib fortifikasi telah dilakukan dengan cukup baik dan 
sebagian besar industri tidak mengalami kesulitan yang berarti. Fortifikasi sudah 
menjadi aturan secara umum. Selain itu, konsumsi garam, tepung terigu, dan 
minyak goreng berfortifikasi sudah cukup meluas. Tepung terigu fortifikasi berkualitas 
dapat dengan mudah diproduksi oleh penggilingan berskala industri besar di Indonesia. 
Sekitar 80% tepung terigu fortifikasi dijual ke pengolah makanan berskala besar dan kecil 
yang memproduksi produk berbahan dasar tepung terigu seperti mie dan roti. Di tahun 
2021, saat SNI untuk tepung terigu diperbarui untuk menentukan senyawa zat besi yang 
diizinkan. Beberapa pengolah makanan berskala kecil mengeluhkan bahwa senyawa 
zat besi yang baru menyebabkan noda/bintik hitam pada hasil produk. Tetapi timbulnya 
noda/bintik hitam tersebut akhirnya disimpulkan sebagai akibat interaksi dengan bahan 
tambahan lain. SNI 7709 mewajibkan semua minyak goreng untuk difortifikasi dan 
dikemas. Hal ini sempat menimbulkan kesalahan persepsi bahwa hanya minyak kemasan 
yang perlu difortifikasi. 

TEMUAN KUNCI
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Namun, sejak program Minyak Goreng Rakyat dilaksanakan pada tahun 2022, hampir 
semua minyak goreng rumah tangga saat ini sudah dikemas, sehingga memfasilitasi 
pelaksanaan fortifikasi minyak goreng. Meskipun sejumlah vitamin A dapat hilang selama 
distribusi, hasil penelitian lokal menunjukkan bahwa sekitar 61% vitamin A tetap berada 
dalam minyak goreng rumah tangga. 

Garam ditambahkan iodium melalui pengolah garam yang memurnikan garam 
mentah. Sebagian besar garam Indonesia masih diproduksi oleh industri berskala 
kecil/menengah dan kemungkinan besar tidak mengandung cukup iodium. Sebagian 
garam mentah berkualitas rendah yang tidak dibeli oleh pengolah garam, kemungkinan 
tetap dijual di pasar sebagai garam tidak beriodium. Pengolah garam berskala besar 
dapat dengan mudah memproduksi garam beriodium berkualitas. Beras fortifikasi saat 
ini diproduksi sebagian kecil oleh pabrik berskala besar (Badan Urusan Logistik - BULOG), 
dengan menggunakan fortified rice kernels (biji beras yang diperkaya) baik yang di produksi 
lokal atau import. Saat ini, produksi beras fortifikasi yang lebih besar terbatas karena 
kurangnya permintaan. Oleh kerena itu, Program Bantuan Pangan Beras Badan Pangan 
Nasional akan mengatasi keterbatasan tersebut dan mendorong penggilingan beras untuk 
melakukan investasi yang diperlukan guna memproduksi beras fortifikasi.

 

Pemantauan 
Pelaksanaan

Pemantauan peraturan untuk penegakan pelaksanaan fortifikasi diintegrasikan 
dalam sistem pengendalian pangan. Pemantauan eksternal di level produksi dilakukan 
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenperin melalui proses 
penerbitan berbagai fasilitas, sertifikat, dan lisensi produk. Pemantauan komersial di 
pasar dilakukan oleh BPOM. Hasil ini telah dipublikasikan dan menunjukkan pemenuhan 
persyaratan untuk seluruh makanan sekitar 80% atau lebih. Beberapa kelemahan dan 
kesenjangan dalam sistem pengawasan peraturan saat ini mencakup duplikatif dan 
pemeriksaan oleh BPOM dan Kemenperin yang kurang koordinasi; terbatasnya lembaga 
terakreditasi dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan secara tepat 
waktu; ketergantungan pada pengujian produk dan pengawasan pasar; tidak ada sistem 
yang menjamin penggunaan bahan fortifikan pada makanan olahan dan tidak ada solusi 
bagi pengolah garam berskala kecil yang belum memperoleh sertifikasi SNI baik yang 
diterbitkan dengan lisensi Makanan Dalam Negeri (MD) atau pengajuan Pangan Industri 
Rumah Tangga (PIRT).

 
 
Penilaian 
Cakupan dan 
Dampak

Indonesia memiliki data yang sangat terbatas mengenai cakupan atau dampak 
makanan berfortifikasi meskipun ada kesempatan untuk mengumpulkan data 
tersebut melalui survey kesehatan dan/atau pengeluaran rumah tangga yang 
dilakukan secara rutin dan berkala. Ketiadaan data disebabkan oleh belum adanya 
prioritas terhadap kebutuhan pengumpulan data untuk evaluasi dan perbaikan program 
serta kurangnya koordinasi untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan dan 
sumber daya yang terbatas. Sejak penilaian terakhir cakupan rumah tangga terhadap garam 
beriodium pada tahun 2013, masih belum ada lagi penilaian terhadap cakupan makanan 
berfortifikasi. Vitamin A merupakan satu-satunya mikronutrien yang dinilai dalam Survei 
Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023.

 

Potensi untuk 
Fortifikasi Beras

Pelaksanaan fortifikasi beras berskala besar di Indonesia mendapat dukungan yang  
cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena beras merupakan makanan pokok dan sudah 
mampu mencukupi kebutuhan beras secara mandiri. Namun, kendala logistik, teknis, 
dan keuangan telah membatasi pelaksanaan fortifikasi beras berskala besar. Mengingat 
struktur industri penggilingan beras yang terpisah, strategi yang paling menjanjikan untuk 
mencapai fortifikasi beras berskala besar adalah melalui program jaring pengaman social. 
Program ini,  membeli dan mendistribusikan beras kepada masyarakat dengan status 
mikronutrien rendah. Di pertengahan tahun 2023, Badan Pangan Nasional memulai 
program Bantuan Pangan Beras akan menyalurkan 639 juta kilogram beras kepada 21.353 
juta keluarga penerima manfaat. Sebelumnya mereka merupakan penerima manfaat 
program subsidi tunai Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) yang menggantikan program 
distribusi beras sejahtera (RASTRA). Bapanas  berencana agar beras yamng dibagikan 
dalam program ini difortifikasi. Program ini menawarkan peluang terbaik untuk fortifikasi 
beras berskala besar di Indonesia, namun tetap penting untuk mengambil pembelajaran 
dari program distribusi beras sebelumnya (khususnya beras untuk masyarakat miskin/ 
RASKIN dan RASTRA).
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REKOMENDASI

 
Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan FPBB di Indonesia disusun berdasarkan judul 
komponen program yang sama dengan yang digunakan untuk mempresentasikan temuan-temuan 
utama Kajian Lanskap dan dipresentasikan di Bagian 5 dari laporan lengkap ‘Kajian Lanskap Fortifikasi 
Pangan Berskala Besar’. Rekomendasi yang paling penting di setiap judul komponen program adalah 
sebagai berikut:

 » Koordinasi, Pengelolaan dan Pengawasan: Mengadakan serangkaian diskusi kelompok 
terfokus dan peninjauan peraturan terkait untuk memetakan peran dan tanggung jawab 
berbagai kementerian, direktorat di dalam kementerian, dan lembaga pemerintah terkait 
lainnya. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan 
dan tumpang tindih dalam peran/tanggung jawab serta untuk memastikan 
kesesuaian prinsip-prinsip pendukung pemerintah dan pelaksanaan fortifikasi. 
Hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas para pemangku kepentingan 
dalam memenuhi mandat dan peran yang telah disepakati terkait dengan fortifikasi.

 » Perundang-undangan, Peraturan dan Standar: Melakukan peninjauan perundang-undangan 
fortifikasi pangan dalam konteks sistem perundang-undangan pangan di Indonesia. Tujuannya 
adalah untuk mencari peluang penyederhanaan dan standardisasi guna memperkuat 
kerangka perundang-undangan dan memfasilitasi penerapannya. Misalnya, meninjau 
perlunya menerbitkan peraturan baru untuk mewajibkan SNI dan menugaskan badan penegak 
hukum setiap kali peraturan tersebut diperbarui serta melakukan standardisasi isi peraturan 
tersebut pada makanan berfortifikasi. Mencabut “peraturan tambahan” mengenai fortifikasi 
wajib untuk menghindari duplikasi dan kontradiksi peraturan di luar model ‘SNI dan peraturan 
pendukungnya’. Mempertimbangkan kerangka perundang-undangan tepung terigu sebagai 
contoh bagaimana makanan fortifikasi wajib lainnya dapat diatur dalam perundangan-undangan.

 » Pemantauan Peraturan terhadap Penegakan Kesesuaian Fortifikasi Pangan: Melakukan 
peninjauan terhadap semua elemen pengawasan peraturan fortifikasi pangan untuk 
mendokumentasikan berbagai komponen yang disebabkan oleh pelaksana yang beragam, 
dan mencari cara untuk mempersingkat dan menyederhanakan proses tersebut sejalan 
dengan rekomendasi Tinjauan Sistem Pengendalian Pangan WHO/FAO tahun 2017. Secara 
khusus, mengkaji pilihan-pilihan untuk meningkatkan kolaborasi dan integrasi antara BPOM dan 
Kemenperin untuk mengurangi jumlah kegiatan pemantauan dan duplikasi. Hal ini membuat 
penggunaan sumber daya lebih efektif dan mengurangi beban pada industri. Faktanya bahwa 
LSPro yang telah disahkan oleh BPOM dan Kemenperin berpotensi menciptakan peluang integrasi 
lebih besar. Mempertimbangkan untuk mengurangi penekanan pada pengawasan pasar dan 
pengujian produk dan sebagai gantinya meningkatkan penekanan pada fasilitas pra-pasar dan 
pengawasan produk, terutama melakukan inspeksi fasilitas dan audit dokumen.

       
 » Penilaian Cakupan dan Dampak: Membentuk kelompok kerja atau gugus tugas dalam 

Forum Fortifikasi Pangan yang bertanggung jawab untuk mencari/mengawasi peluang 
untuk menilai indikator-indikator yang terkait dengan fortifikasi melalui pelatihan 
pengumpulan data yang terencana seperti sistem surveilans dan survei nasional.
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